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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena
atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 telah disusun sebagaimana
mendasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang
kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ketentraman dan ketertiban
dapat terjaga, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis
sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan
teratur sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024
merupakan dokumen perencanaan yang akan dilakukan pada tahun 2024
mengenai penjabaran rincian pada program dan kegiatan agar tercapai tujuan
dan sasaran sesuai prioritas yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan serta mengacu pada RPD Tahun 2024 - 2026.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini juga didasarkan pada
hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja yang sedang berjalan
dan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas di
tahun 2024 ini.

Demikian Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 disusun dan diharapkan dapat mencapai sasaran dan
target yang direncanakan secara maksimal sehingga memberikan kejelasan
dan manfaat bagi institusi dan masyarakat.
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BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/ 109\ /HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana,

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta  Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 127 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

. Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 -~ & — 2024.
Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO

Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan.




VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.1.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin
keterkaitan antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan
Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang penyusunannya
dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses
musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai
dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, sampai Tingkat
kabupaten / kota.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah secara
substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen
perencanaan dan penganggaran lainnya antara lain meliputi dokumen
RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada
Rencana Kerja Perangkat daerah memuat hubungan visi, misi, tujuan
dan sasaran Pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan menjadi
pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026 yang sesuai fungsi / bidang kewenangannya. yaitu pada tujuan
“Meningkatnya Perekonomi Daerah” dengan indikator tujuan RPD adalah

“Pertumbuhan ekonomi”, sedangkan sasaran dari RPD adalah
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“Meningkatnya Investasi Daerah” dengan indikator sasaran yaitu “Nilai
Investasi (Rp.Juta)”. maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 yaitu “Meningkatnya
Kondusifitas Wilayah“

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang penegakan
Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.
Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 255
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dibentuk untuk
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Maka Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen melaksanakan
amanat undang — undang tersebut yaitu mewujudkan ketertiban umum
dan kentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat di daerah,
yang artinya pemerintah daerah maupun mayarakat daerah dapat
melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan teratur.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
sebagai Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya dalam
pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan telah
menetapkan berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan dijabarkan setiap
tahun kedalam dokumen Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan kinerja tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diubah apabila tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, misalkan
adanya pergeseran pagu kegiatan pada Perangkat Daerah dan adanya

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
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Berkaitan dengan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasuruan perlu menyusun Dokumen Perubahan Rencana

Kerja Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Perubahan Rencana

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

adalah sebagai berikut :

1.

Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah —
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap — tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang — undang.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia  Nomor 5657);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

186);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan — Mojokerto — Surabaya — Sidoarjo — Lamongan, Kawasan
Bromo - Tengger — Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
225);

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten / Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Propinsi /

Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 Tentang
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa

Timur Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Nomor 204);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Dan Penetapan Capaian Indikator Standar

Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

(Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun

2024- 2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024;
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1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja
Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah
untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
yaitu meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
dibidang ketentraman dan kertiban umum tahun 2024 serta sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS
Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan ini adalah:
a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai
dengan tribulan II (dua) tahun 2024
b. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2024.
c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran
Menjamin terwujudnya kegiatan Satuan Polisi Pamong bisa berjalan

efektif, efisien, dan bersasaran.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BABI : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai Latar
Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan
sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang
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Uraian ringkas mengenai Perubahan Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Gambaran Umum
Perangkat Daerah
1.2. Landasan Hukum
Memuat Dasar hukum, peraturan perundangan dan
ketentuan serta peraturan lainnya yang menjadi acuan
dalam perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
2024.
1.4. Sistematika Penulisan
Garis besar penulisan dalam isi dokumen Perubahan
Rencana Kerja
BABII : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2024
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II;
2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah;
BABIII : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat
Daerah;
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
BAB IV : PENUTUP

Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 halaman 9



2.1

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan renja perangkat daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan. Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ditujukan untuk
mengidentifikasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan dalam melaksanakan program dan kegiatan / realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 meliputi perubahan pagu anggaran dan target
kinerja serta perubahan pada indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja tahun 2024 Pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasuruan dilakukan setiap tribulanan berdasarkan
sasaran yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun
Capaian kinerja sampai dengan triwulan II (bulan April) tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagaimana tabel 2.1

(E.81)
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2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah :

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan
Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;

Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
dengan instansi terkait ;

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
Pelaksanaan lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa isu - isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Adapun Isu-isu

tersebut antara lain :

1.

Dampak dari pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara
elektronik (OSS) karena terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2017 yang berakibat semakin meningkatnya jumlah
pelangaran perda / perkada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Maraknya usaha Karaoke berkedok warung kopi di Wilayah
Kabupaten Pasuruan sedangkan peraturan daerah yang mengatur
khusus terkait usaha karaoke masih belum ada, Dimana hal
tersebut berdampak makin menjamur nya usaha karaoke di wilayah
Kabupaten Pasuruan yang didalamnya rawan penjualan miras dan
praktek prostitusi yang berkedok Lady Companion (LC).

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) agenda pemilihan umum, yaitu

pemilihan umum presiden yang sudah terlaksana di bulan Pebruari
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2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang rencana
pelaksanaannya pada bulan Nopember 2024, dimana peran Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan didalamnya terdapat
Satuan Perlindungan Masyarakat yang bertugas sebagai
pengamanan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Yang
mana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 hanya
teranggarkan untuk pelaksanaan pemilihan presiden.
4. Data jumlah linmas aktif masih belum terukur karena struktur
organisasi linmas di desa / kelurahan masih belum terbentuk yang
berdampak belum diperoleh data yang valid terkait jumlah anggota
satlinmas aktif
S. Terkait layanan penanganan kebakaran kepada masyarakat,
terdapat beberapa kejadian kebakaran yang waktu tanggap (respon
time) nya melebihi ketentuan 15 menit / 7,5 km dikarenakan
wilayah yang jauh dari pusat layanan kebakaran. Dikarenakan
Pusat layanan kebakaran hanya ada pada kantor induk di Raci
6. Berubahnya regulasi terkait penggunaan DBHCHT Tingkat Propinsi
maupun Kabupaten / Kota setelah muncul Kepmendagri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dihadapi, maka
diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten
Pasuruan, sebagai berikut :
1. Meningkatkan kegiatan Pencegahan gangguan trantibum melalui
Deteksi Dini, Cegah Dini, patroli wilayah dan kegiatan penertiban.

2. Mengingkatkan kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan
kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada

3. Meningkatan sosialisasi tentang trantibum dan peraturan daerah
kepada masyarakat dengan tujuan merubah pola pikir masyarakat
bahwa urusan trantibum merupakan tanggung jawab kita bersama

4. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai legalitas usaha
karaoke di wilayah Kabupaten Pasuruan

5. Membuat surat kepada TAPD penambahan anggaran untuk

honorarium satlinmas pengamanan pilkada sebagai petugas
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pengamanan TPS dan pengamanan posko (posko desa/kelurahan,
posko kecamatan dan posko kabupaten)

6. Membentuk struktur organisasi linmas tingkat desa/kelurahan dan
membuat data base anggota linmas aktif se kabupaten pasuruan.

7. Membentuk pos layanan damkar di pada wilayah yang rawan terjadi
kebakaran.

8. Membentuk dan mengukuhkan relawan pemadam kebakaran yang
ada pada desa / kelurahan yang tugasnya membantu petugas
damkar dalam penanganan kejadian kebakaran yang ada di wilayah
sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi.

9. Menyesuaikan anggaran dan target kinerja pada program, kegiatan
dan sub kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT sesuai dengan
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang baru, dan menuangkan
nya kedalam Perubahan Renja dan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun

2024.
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berkewajiban
memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya
tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai

fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten

Pasuruan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah pada Tujuan 1 yaitu

“Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah “ dengan

Sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Iklim Investasi “. Berdasarkan pernyataan

tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan tujuan dan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut :

a. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah
“Meningkatnya Kondusifitas Wilayah”, dengan indikator kinerja tujuan
yaitu “persentase penurunan pelanggaran perda” dengan target awal
sebesar 70%. Yang akan berubah target kinerjanya pada perubahan
renja 2024 menjadi sebesar 30%. Penurunan target kinerja tersebut
didasarkan pada formulasi perhitungan capaian kinerja tujuan
Dimana yang dihitung adalah persentase penurunan pelanggaran
perdanya yang dihitung dari selisih jumlah pelanggaran perda yang
ditangani tahun n-1 dikurangi jumlah pelanggaran perda yang
ditanganui tahun n dibagi dengan jumlah pelanggaran perda yang
ditangani tahun n-1.

b. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara
lain :

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda dengan indikator
kinerja sasaran “Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang
diselesaikan” dengan target kinerja awal sebesar 100%. Pada
perubahan renja tahun 2024 tidak terdapat perubahan baik pada
indikator kinerja sasaran maupun pada target kinerja
sasarannya.

2. Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran dengan indikator
kinerja sasaran awal “Waktu tanggap (response time) penanganan

kebakaran” dengan target kinerja awal adalah tercukupi waktu
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tanggap (response time) 15 menit / 7,5 km dalam setiap layanan
penanganan kebakaran. Pada perubahan renja 2024 untuk
indikator kinerja sasaran ini berubah menjadi “persentase
layanan penanganan kebakaran yang sesuai waktu tanggap
respontime (15 menit/7,5 km)“ dengan target kinerja perubahan
sebesar 70 %. Dengan perubahan indikator kinerja sasaran diatas
menjadikan capaian kinerja sasaran lebih mudah terukur.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan
indikator kinerja sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan
target kinerja awal adalah nilai 86,1. Pada perubahan renja 2024

berubah target kinerjanya menjadi 82

Adapun rincian Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel

3.1.
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3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
A. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas
Pembangunan Daerah dan Proyek Strategis Daerah Tahun 2024.
Mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Tahun 2024 dengan tema “ Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata
Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Dan Daya Saing Daerah” dimana ada 4 (empat) prioritas
Pembangunan daerah tahun 2024 meliputi :
1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan
akuntabel.
3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi Lokal
4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah
pendukung program prioritas 1 yaitu “Peningkatan pelayanan dasar
masyarakat”, dimana sesuai Grand Design RKPD Tahun 2024
bersama dengan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah pada “peningkatan antisipasi konflik sosial dan kondusifitas
wilayah” dan yang menjadi urusan dari Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan adalah pada “Peningkatan kondusifitas Wilayah.
Proyek Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 antara lain :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat)
Jaminan perlindungan kesehatan masyarakat (UHC)
Penambahan 20 Desa ODF

Pembangunan kawasan pariwisata Arjuno Agro Techno Park

a bk Db

Penghapusan kemiskinan ekstreem, penurunan prevalensi,
stunting dan AKI-AKB

Portal satu data

Pusat pengembangan SDM Aparatur

Pelaksanaan Pilkada

© © N o

Penyusunan RTBL Perkotaan Bangil.
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Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
mendukung proyek strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
pada proyek strategis pembangunan kawasan wisata Arjuno Agro
Techno Park, Pelaksanaan Pilkada dan Penyusunan RTBL Perkotaan
Bangil.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai
Perubahan Renja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan
mendukung proyek strategis pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Dengan kegiatan antara lain:
a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Pada Sub Kegiatan :

1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/
Kota.

2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

3) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan  Patroli, Pengaman dan
Pengawalan.

4) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan

Bupati/ Wali Kota.

Pada Sub Kegiatan :

1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati / Walikota.

2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.

3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati/ Walikota.
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2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan kegiatan antara lain:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada Sub Kegiatan :
1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/ Kota.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah dan mendukung proyek strategis pemerintah

daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel tabel 3.2

Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 halaman 18



B. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Satuah Polisi Pamong Praja
dilakukan karena pada rencana kerja awal tahun 2024 tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yaitu adanya
pergeseran pagu kegiatan dan adanya penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan dikarenakan adanya rencana
penyesuaian belanja Tahun 2024 pada Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang bersumber dari DAU murni dan adanya perubahan
rencana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT akibat perubahan
regulasi terkait penggunaan DBHCHT Tingkat Propinsi maupun
Kabupaten / Kota yaitu munculnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Maka dilaksanakanlah Desk secara virtual antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Pengelola DBHCHT dengan dengan perwakilan
dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Dirjen Bea dan Cukai
Kemenkeu, Dirjen Perkebunan kementrian Pertanian, Dirjen
Ketahanan Perwilayahan dam Akses Industri Internasional Kementrian
Perindustrian, Dirjen Industri Agro Kementrian Perindustrian, Sekjen
Kementrian Kesehatan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,
untuk membahas rancangan kegiatan dan penganggaran (RKP)
DBHCHT Tahun Anggaran 2024 dan dituangkan ke dalam Berita
Acara Hasil Pembahasan RKP DBHCHT Tahun Anggaran 2024.
Menindaklanjuti hasil Desk tersebut diatas, maka dilaksanakan rapat
koordinasi pengalihan anggaran Program / Kegiatan DBHCHT
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang dihadiri oleh Tim Sekretariat
DBHCHT Propinsi Jawa Timur bersama Perangkat Daerah Kabupaten
Pasuruan pengelola DBHCHT Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Pasuruan pengelola DBHCHT perlu menyusun Dokumen Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2024.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan akan menjalankan program,

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /
Kota
Program ini mendukung capaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.
Dengan kegiatan antara lain:
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan.
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan.
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2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini mendukung capaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya
Penyelesaian Pelanggaran Perda”

Dengan kegiatan antara lain :
a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/
Kota.

2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam
pelaksanaan tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

4) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan  Patroli, Pengaman dan
Pengawalan.

5) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan

Bupati/ Wali Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati / Walikota.

2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.

3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/ Walikota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/

Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
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3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program ini mendukung capaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya

Penanganan Kejadian Kebakaran”

Dengan kegiatan antara lain:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/ Kota.

3) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dengan Sub Kegiatan :

1) Pemberdayaan  masyarakat dalam  pencegahan dan
penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi

2) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Adapun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat
pada tabel 3.3
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan. Selain itu juga sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan Pembangunan daerah untuk
menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Perubahan (KUA perubahan) serta Perubahan Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dan P-APBD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 juga berdasarkan atas hasil analisis capaian kinerja
pelayanan PD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada tahun
sebelumnya (2023) dan capaian kinerja pada tribulan II tahun berjalan (2024).
Disamping itu, penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada
tahun 2024 juga didasarkan pada isu-isu strategis PD dan hasil evaluasi
terhadap hambatan-hambatan, tantangan serta peluang yang ada.

Demikian Dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini dibuat dengan harapan semua
perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dapat lebih terarah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Pj. BUPATI PASURUAN

IYANTO

m
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Indikator dan targe!

t kinerja Perangkat
AL

Daerah Kabupaten yang mengacu paca sasaran RKPD ;

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingloup Kabupaten

Periode Pelaksanaan : Tahun

Renja Perangkat Daecrah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

IKU PD : - Mening} Kinerja P kat Daerah
Mer penyel 1 a
Menmgkatnya Pe di Kebakaran
Target : - 86,1
100%
100%
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Tingkat Capaian
. B " Kinerja dan
’ : Realisasi Capaian S 2 Kinerja dan Realisaz: Kinerja dan 2!
. W Indikator Kinerja Program {outcomes) /| Target Renstra pada Tahun Target Kinerja dan Anggaran Reahsasi Capaian Kinerja dan 4 Reslisani
Neo Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan . = ; Kinerja Renstra s/d poes Realisasi Anggaran Renatra s/d
Kegiatan (output] / Sub Kegiatan 2026 {Akhir Periode Renstra) Renja Tahun n-1 (2023) Tahun 2024 , . i . Anggaran Renja 2024 A e Py Tahun 2024 H.:‘mun
Tahun 2024 (%) 2094 B%)
1 2 a 4 5 7 8 El 10 11 12 13=12/7Tx 14 = 6412 15=14/5x
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K [Rp| K [ Bp| K Rp K Rp K Rp K Rp
(diini sasaran PD Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak cliisi | tidak diisi
seaunikan dengan berkaitan dengan pelayanan dasar
programnya)
Bidang Ketenteraman dan DPA MURNI
Hetertiban Umumm serta
Perlindungan Masyarakat
Meningkatny 1F P Pe doku P 100% 15.541.995.425 100% 12.632.308.038 | 26,42 2.620.097.026 | 27,08 3.420.239.780 o -] o - | 47,82 6.040.336.806 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 6.040.336.806 | 47,82| 38,86
Alcuntabilitas Dacrah administrasi PD yang baik/sesuai
Kinerja Perangkat regulasi
Daerah
1 Perencanaun, , |Persentase konsistensi indikator 100% 101.942.500 100% 84.250.000 | 57,14 42424955 | 28,57 2.775.750 | © -l o 85,71 45.200.705 | 85,71 | 53,65 | 85,71 45.200.705 | 85,71 | 44,34
dan Evaluasi Hinerja kinerja program/kegiatan/
Perangkat Daerah bkegl pada dok
anggaran, dan evaluasi
I Penyusurian Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Gdok 94.682.500 6 dok 78.250.000 4 42424955 1 1.675.750 (] o 5 44.100.705 83,33| 56,36 5 44,100,705 | 83,33 #eee
Perencanaan Perangkat Perangkat Daesrah
Daerah
2 Bvahiam Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerp 1Lap 7.260.000 1 lap 6.000.000 a - x 1100000 o o 1 1.100.000 0| 18,33 o 1.100.000 0,00| Kaw
Daerah Perungkar Daerah
2 Ad K Po I keuangan yang 100% 13.214.264.817 100% 10.920.880.014 | 41,94| 2.299.233.639 | 41,94| 3.122.124.597 o = 0 83,68 5.421.358.236 B3,68| 49,64 | 83,68 | 5.421.358.236 | 52,30| 41,03
Perangkat Daerah sesual dengan ketentuan dan dapat
d bha
I Penyediaan Gaji dan Jumiah Orang yang Menerima #68 13.214.264.817 868 10.920.880.014 364 2.299.233.639 364 3122124597 © -l o -1 728 5421.358.236 | 83,87 4964 | 455 5421.358.236 | 83,87 #aed
hi! ASN_ Gasi_dan Tuni ASN o/ ora/bin
3 Ad P doku kepeg: 100% 241.697.500 100% T8.419.946 o 4] = o -| 0 - o - o = o = 0,00
h yung akurat dan sesusi ketentuan
1 Pengadoan Pakman Dinas Jumlah Faket Pakuaion Dinas besertn | 2pkt 24).697.500 2 pkt 78,419.946 a = (] (2} a a - o a 0,00
Beserta Atribut Atribut Kelengkapan
Ealarncd ki
4 Ad Umum P ngk Per P h 100% 412.328.191 100% 361.583.700 | 20,75 36.461.000 | 22,64 99.132.100 o -1 o -| 45,28 135.593.100 45,28| 37,50 | 45,28 135.593.100 | 37,74| 32,88
Daerah umum PD
1 Penyediaarn Peralatan dan Jurnlah Paket Peralatan dan 14 pkt 44.047.630 14 pkt 32.022.000 4 6.208.000 3 6.655.000 o -] o 7 12.863.000 50,00 40,17 6 12.863.000 | 50,00| ®##n
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2 Penyediaan Peralatan Fumah |Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 pkt 4.739.570 1 Plet 3.928.000 o o - (¢} -1 o - a - o 4] = a,00
Tangoa Tangaa wane Disediak
3 Penyediaan Bahan Logistik  |Jurnlah  Paket Bahan Logistik ipkt 114.212.021 1 pkt 96.990.100 [ 1 70.067.100 a -1 @ 1 70.067.100 log| 72,24 1 70.067.100 | 100,00| ###4
Kantor Kantor uang Disedi
4 Penyediaan Barang Cetakan |Jurnlah Paket Barang Cetukan dan I pkt 23.348.160 1 pkt 19.528.200 1 322.500 1 10.808.000 a -1@ 2 11.130.500 200| 57,00 2 11.130.500 | 200,00 #d8e
dar Pe 1 Fer i wana Disedi
S Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokuimen Bahan Bacaan dan 12dok 21.175.000 12 dok 17.500.000 3 3.170.000 1 3.300.000 o -1 o & 6470.000 33,33| 36,97 3 6470.000 | 33,33| #ewe
dan Peraturan Perundang- Feraturan Perundang-Undangan yang
undangan Disediiakan
€ Fasititasi Kunjungan Tamu Jumnlah Laporan Fasiltasi Kunfungan 12lap 23.305.810 12 lap 19.115.400 3 2.953.000 2 3.687.500 a -1 @ 5 6.640.500 41,67 | 34,74 4 6.640.500 | 41,67 #4840
Tamu
7 Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan 12lap 181.500.000 12 lap 172.500.000 3 23.807.500 2 4.614.500 o -| @ - 5 28.422.000 41,67 | 16,48 4 28422000 | 41,67 ANdd
Koordinasi dan Konsult Fenyel Rapat Koordi
SKPD dan Itast SKPD.
5 Peny Jasa g Pers jusa p jang opersional| 100% 783.104.140 100% 647.176.975 | 22,22 152.742.584 | 27,78 121.221.033 [+] -1 0 47,22 273.963.617 47,22| 42,33 | 47,22 273.963.617 | 30,56| 34,98
Urusan Pemerintahan Dacrnh  |kantor yang tersedia
1 Penyedinan Jasa Surat Jumlah Laporan  Penyechioan 12 lap 302 354.800 12 lap 249,880.000 3 &60.017.300 a3 38.378.200,00 o - a G 98.395.500 25,00 39,38 3 98.395.500
Menyurat Jasa  Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 12lap 298.886.340 12 lap 246.996.975 2 57.738.084 3 44.448.033 o -1 @ 5 102.186.117 33,33| 41,37 4 102.186.117 | 33,33 w#ead
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Air dan [istrik Listrik vano [issdiak
3 Penyediaan Jasa Pelayanan |Jumiah Laporan Penyediaan .Jasa 12 181.863.000 12 lap 150.300.000 3 34.987.200 3 3B8.394.800 4] -1 .0 6 73.382.000 33,33| 48,82 4 73.382.000 | 33,33| ##HH
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantaor yang
Dised




Tingkat Capaian

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingknt Capaian K i
: ¢ i inerja.
No Susaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indjl_s:lnr Kinerja Program w_utrlome,n) / :I'ar;ei Re!\nm_padn Tahun h?::;‘:‘;;::::':}'d Target Kinerja dan Anggrran Realisas: Capaian Klncqef dan K;‘;?;:;n )\R;:h‘;?n ;';::2_:‘:7,’; Realinasi
Kegiatan (output) / Sub Kegiatan 2024 (Akhir Periode Renstra) g Tahun 2024 Anggaran Remja 2024 ¥ i Anggaran
Renja Tahun n-1 (2023} 1 I n W Anggaran Renju Tahun 2024 Renstra Tahun
Tahun 2024 P4 2020 ()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x 14 =6+12 15=14/5x
K Rp R K Rp K Rp K R K | Rp | K K Rp K Rp K Rp K Rp
6 Pemeliharaan Barang Millk Persentase BMD kondisi baik 100% T88.658.277 100% 539.997.400 | 16,47 89.234.848 | 30,59 74.986.300 o -| o0 61,176 164.221.148 | 61,176 30,41 | 61,18 164.221.148 | 60,00 20,82
Daerah Penumjung Urusan
Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 52 unat 646.871.687 52 unit 392.478.400 13 70.220.150 26 74.986,300 o ] 39 145.206.450 | 46,154 37,00 o 145.206.450 | 46,15| wi&
Pemeliharcaan, Biaya atuu Kendoraan Dinas Jabatan yang
Pemeliharaan dan Pajak Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendarean Dinas
lahet,
2 Pemettharaan Peralatan dan | Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya 32 unat 117.586.590 32 unit 97.519.000 13 19.014,698 (2] ¥ o o0 13 19.014.698 84,38 19,50 (] 10014598 | 54,38 #ase
Mesin Lainrua uang Dipelih
3 Pemeltharaan / Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | 1 unit 24.200.000 1 umit 50,000,000 o - [ o 0 0 (] a - 0,00
Gedung Fantor dan Lainnya
n Lamnnua wana Dinelihara/ Direhabilitasi
Meningkatnya 2 PENINGEATAN KETENTRAMAN |Persentase gangguan trantibum yang | 100% 15.851.428.764 100% 12.279.458.410 | 53,13 1.484.713.088 6,30 T74.146.493 o -1 0 18,395 2.258.859.581 | 18,395 18,40 18,40 | 2.258.859.581 18,4| 14,28
penyelesaian DAN KETERTIBAN UMUM dapat diselesaikan
perda
1 Penanganan gesgguan PoTsentase penanganan gangguan 100% 5.517.345.210 100% 3.745.637.842 | 54,00 1.457.613.938 | 23,11 629.502.098 | 0O 0 77,11 2.087.116.036 | 77,11] 55,72 | 77,11 | 2.087.116.036 | 77,11| 37,83
ks dan ke ib: tibum tra
umum dalum 1 (satu) daerah
kabupaten
! Koordinast Penyelenggaraan |Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan | 6 dok 398.786.597 6 dok 278.632.500 E] 71.626.700 4 49.693.300| © 0 7 121.320.000 | 66,67| 4354 4 121.320000 | 66,67 a8
nan dan Ketertiban | Koordinasi Peryel
Umum serta Pertindungan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Masyarakat Tingkat Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/ Kola Kabupaten/ Kota
2 Pemberdaycan Pertindungan | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 40 keg 1.735.549.621 40 dok 1.434.338.530 18 763,946,900 16 59.871.650 a o 34 823.818.050 85,00| 57,44 31 B823.818.050| 85,00 aesw
Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Perlindungan
Ki dan Ki b Af; kat dalam rangka
Lerem, K dan Ketertihan [mim
3 Peningkatan Kapasitas SDM | Jumiah SDM Satuan Folisi Famongpraja [621 org 475.499.145 1621 org 392.974.500 924 129.302.300 as8 115.089.120 a Q 1282 244.391.420 | 79,087 | 62,19 1048 244.391.420 | 79,09 #eed
Satuan Polis Pamongpraj dan Satuan Perlindungan Masyarakat
dan Satucn Pertindungan wang Ditingkatkan Kapasitasanya
Masyarakcat termasulke dalam
Pelaksanciar. Tugas yang
Bemuansa Hak Asasi
Manusia
4 Pencegahan Cangguan Jumlah Laporan Gangguan M lapore 2.862.676.806 4 lapora| 1.621.292.312 14 488.155.538 26 396.959.128 a (o] 40 885.114.666 | 54,054 | 54,59 20 B85.114.666 | 34,05 ##d
Ketenteraman dan Ketertiban | Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Umum melaba Deteksi Dini yang Dicegah Melalui Deteksi Diru dan
dan Cegah Dini, Pembinaan | Cegah Dini, Pembinaan dan
dan Penyuluhan, yuluhan, Patroli, Peny dan
Pelaksancaan Patroli, Pengawalan.
Pengamaraar, dan
Basnoieelon
5 Penindakan ats Gangguan | Jumiah Laperan Gangguan laporan 44.833.041 laporan 18.300.000 [ 4.583.000 9 7.888.900,0 ] -1 o 15 12.471.800 | 32,609| 67,78 &8 12471.900 | 32,61 | #wed
Ketenterarnan dan Ketertiban | Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Umum Berdasarkan Perda berdasarkan Perda dan Perkada
dan Perkada melaha Melalui Penertiban dan Penanganan
Penertibar: dan Penanganan | Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Unjuk Rasa dan Ki F yang Dik FPenindak
Massa
2 Penegakan P Daerah |Per P hadap 100% 10.244.810.601 100% 8.460.041.268 5,38 26.287.400 | 12,31 142.824.895 o - 0 15,38 169.112.298 15,38| 2,00 15,38 169.112.295 | 15,38 1,65
/HKota dan P pelangguran Perda dan Perbup
Bupati/Wali Kota
1 Sosalisasi Penegakan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 112 1ap 7.987.607,558 112 lap 6.594.584.208 2} o 49.156.700,00 | © -l e o 49.156.700 o] 075 [ 49.156.700  000| 0,62
Peraturan Dasruh dan Sosmalisasi Fenegakan Perda/ Perkada
Peraturan Bupati/ Wali Kota | kepada Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat/ Pelaku Usaha/
2 Penanganan atas Jumlah Laporan Pelaksanaan 6 lap 2.177.935.9M3 & lap 1.799.947.060 1 10.464.500 14 83.119.595 (] o 15 93.584.095 | 250,00 5,20 3 $3.5844.095 | 250,00 4,30
Pelanggaran Peraturan Penanganan Atas Pelanggaran
Dagrah dan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupat/ Wali Kota Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai
S0P
3 Pengawasan alas Kepatuhan |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 lap 79.267.100 12 lup 65.510.000 3 15.822.900 2 10.546.600,00 [ o 5 26.371.500 2500| 4026 3 26371.500 | 2500| &eed
terhadap Pelak Peng yang Dilakukan Terhadap
Peraturan Dasmh dan K har: Terhadap Pelak
Peraturan Bupaty/ Wali Kota | Peraturan Daerah dar Peraturan
Bupati/ Wali Kota




Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Tinghat Capaian
— < i i = Kinerja dan
" . Realisasi Capaian " +  lcsond Kinerja dan Realisas Kinerja dan =
N Indikator Kinerja Program (outcomes) /| Target Renstra paca Tahun ga=s Target Kinenja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan 8 Realisasi
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan g R ik 3 g Kinerja Renstra s/d i e Realisasi Anggarar Renstra s/d
Kegiatan (output) / Sub Kegiatan 2026 (Akhir Periode Renstra) Renja Tahun n-1 (2023 Tuhun 2024 i - i & Anggaran Remja 2024 Angiaras Roge Tahun 2024 Rm:.nmnmm ol
Tahun 2024 (%} 2024 (o)
1 2 3 4 5 & T 8 < 10 11 12 13=12/7x 14- 6+12 15=14/5x
K Rp K K Ro K Rp [3 Rp. K |Rp| K | R K K Rp K Rp K Rp
aPp Penyid gha kap 100% 89.272.953 100% 73.779.300 100 811.750 200 1.819.500,00 o -1 0 - 300 2.631.250 300 3,57 | 300,00 2.631.250 300| 2,95
Negeri Sipil (PPNS) PPNS
Kabu; Kota
I Pengembangan Kapasilas Jumlah Laporan Hasi Pelaksanaan 1lap 89.272.953 1 lap 73.779.300 1 811.750 2 1.819.500,00 a a - 3 2.63]1.250 100 3,57 1 2631.250 | 100,00 2,95
dan Karier PPNS Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serfa Penegakan Perda dan
FPerkada
Meningkatnya 3 PENCEGAHAN, P penanggul 100% 9.933.867.196 100% 1.075.297.650 1,42 205.795.230 | 14,96 160.833.818 L] o - | 34,10 366.629.048 | 34,10 | 34,10 | 34,10 366.629.048 | 34,10| 3,69
Penanganan PENANGGULANGAN, kebakaran
Hejadian PENYELAMATAN KEBAKARAN
Kebakaran DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1 Pencegahan, Pengendalian, Persentase penanganan kejedian 100% 9.576.065.356 100% 832.102.600 | 2,84 198.855.230 | 7,94 160.833.818 | O -l o -| 10,78 359.689.048 | 10,78 | 43,23 | 10,78 359.689.048 | 10,78 3,76
dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten / Kots
1 Pencegahan Kebakaran Jurmnlah Dokumen NSPM 40 dok 1.843.317.146 40 dolk 708.167.600 0 177.945.980 (] 153.453.618 a - o - 7] 331.399.798 -| 46,80 o 331.399.798 0,00 Bege
dalam Daerah Pencegahan/ Penanggulangan
Kabupaten/ Kota Kebukaran dalam Daerah
Kak /Kot Setian Tah
2 Pemadamari dan Jumlah Laporan Hasi Pelaksanaan 90 lap 116.637.950 90 lap 95.935.000 15 20.909.250 42 7.380.000 [¢] -l 0 = 57 28.289.250 | 23,33| 29,49 21 28.289.250 | 23,33 wreN
Pengendalian Kebak Ki apsiagaan Petugas Piket
daiam Daerak dan Pemedaman Kebakaran dalam
h Kot Doemh Kok L Kerta
3 Pengadaan Sarana dan Jumiah Sarana dan Prasarana Untuk 99 unit 7.616.110.260 399 unit 28.000.000 0 a - o - o (] Q - a - 0,00 -
I Penceg I dan Penanggult
Pe langan Keb Kebakarun dan Alat Pelindung Diri
dan Alat Pelindung Din yang Sahdan Legal Sesuai Standar
Tiedowis Terioyit
2F ¥ Y F P ay 100% 357.801.840 100% 243.195.050 o 6.940.000 0,00 - o -1 0 0,00 6.940.000 - 2,85 | 0,00 6.940.000 0,00 1,94
dalam P gah bak: ¥ dalam p gah
I Pemberdayaan Masyarakat | Jumiah Warga Masyarakat yang 2400 ory 252.471.340 2400 org 156.145.050 (] 6.940.000 o o o = a 6.940.000 = 4,44 278 6.940.000 0,001 275
dalam Pe: han dan 4 iapatk faal Edukast
Fen I bk 0 dan Penanggulang
melaiui Sosiabisasi dan Kebakaran Setiap Tahuring
PRI 4
2 Pembentuknn dan pembinaan | Jumlah Desa/ Kelurahan yang (5 da/ kel 105.330.500 dena kg B7.050.000 o o ol o -1 e ] a - [ > 0,00 =
refawan p lam keb dan Terbina Relauxin
Pemacdam Kebakaran pada Lingkup
Sistem Ketahanan Kebakaran
L k (SKKTL| Setian Tnhy,
JUMLAH ANGGARAN 25.987.064.095 4.310.605.344 4.355.220.001 _ 8.665.825.435
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%) [
Predikat Kinerja PROGRAM [
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)
Predikat Kinerja KEGIATAN
Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%]
Predikat Kirierja SUBKEGIATAN |
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM Yang berkualitas dan sarana prasarana yang tercukupi
Faktor penghambat P kinerja : |adanya pergeseran anggaran di Tribulan | akibat tidak terealisas: nya k i TB 1
Tindak lanjut yang diperiukan dalam triwulan berikutnya : percepatan kinerja den capaian anggaran pada tribulan berikuinya
Tindak lanjut yang dip dalam Renja berikutnya : P target kinerja di il [ iaan anggaran r/i
KETERANGAN PREDIKAT KINERJ
INTERVAL NILAT P 5 pat
Q1% - 100 SANGAT TINGCI ¢ »
6% - <91% TINGGI i q_‘
B6% - <76% SEDANG il/ P
51% - <66% RENDAH i
0-<51% SANGAT RENDAH f el |
L H S'KTU
O A"

A

o e




Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

) _ Realisasi Target 2024 2
No Uraian IKU/ SPM/IKK Satuan o N Ket
. Awal Perubahan
I 2 3 4 S5 6 7 8
1 Tujuan PD : Meningkatnya kondusifitas wilayah
Indikator : Persentase penurunan pelanggaran Perda IKU Yo 29,11% T0% 70%
2 Sasaran D) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai PK awal 2024
Indikator : Nilai SAKIP PD IKU nilai 82 80,1 86,1
3 Sasaran PD : Meningkatnva penyelesaian pelanggaran perda Sesuai PK awal 2024
Indikator : Persentase pelanggaran Perda vang diselesaikan IKU % 100% 100% 100%
4 Sasaran PD ; Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai PK awal 2024
Indikator : Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran IKU Yo 0 100% 70% Penggantian Indikator Sasaran untuk mempermudah dalam
pengukuran capaian kinerja sasaran. Penurunan target kinerja
sasaran vailu terkait layanan penanganan kebakaran kepada
mesyarakat dimana masih terdapat beberapa kejadian kebakaran
vang wakiu tanggap atau respontimenya melebihi ketentuan
15mnt/7,5km
Jumlah Warga Negara vang memperoleh layanan akibat dari pencgakan SPM % 100 100 100
hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota
4 Jumlah Warga Negara yang memperoleh lavanan penyelamatan dan SPM % 100 100 100
cevakuasi korban kebakaran
5 Persentase Gangguan Trantibum  yang  dapat diselesaikan IKK % 100 100 100
6 Persentase  Perda dan Perkada yang ditegakkan IKK Y 50 50 50
7 Persentase pelayanan penvelamatan dan evakuasi korban kebakaran IKK % 100 100 100 Pala Permendagri No 18 Tahun 2020 bahwa IKK Outcome pada
uresan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat hanya terdapat 2 IKK Outcome
8 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 1KK % 100 100 100 (Persentase Gangguan Trantibum  yang  dapat diselesaikan dan
Persentase Perda dan Perkada vang ditegakkan)




TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

PROYEK
STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN BAB IV RKPD
TAHUN 2024

PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024

PAGU ANGGARAN

TARGET INDIKATOR KINERJA

REALISASI s/d TRIWULAN 2

AWAL

PERUBAHAN

AWAL

PERUBAHAN

KINERJA

ANGGARAN

CATATAN

Peningkatan Pelayanan Dasar
Masyarakat

PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah
kabupaten

1.721.404.616

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum

1.434.338.530

2.611.422.200

40 dok

40 dok

34 Dok

823.818.050

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Penaaivalan

1.621.292.312

2.031.229.342

74 laporan

70 Laporan

40 Lap

885.114.666

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

18.400.000

18.400.000

46 laporan

20 Laporan

15 Lap

12.471.900

Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

142.824.895

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

6.594.584.208

1.257.758.630

112 lap

12 lap

0 Lap

49.156.700

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

1.799.947.060

1.796.372.120

6 lap

58 Laporan

15 Lap

83.119.595

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/ Wali Kota

65.510.000

65.510.000

12 lap

12 Laporan

5 Lap

10.548.600

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

160.833.818

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

160.833.818

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

708.167.600

720.342.320

40 dok

3 dok

0 Dok

153.453.818

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

95.935.000

107.675.000

90 lap

90 lap

42 lLap

7.380.000




Tabel 3...

Tabel Perubahan R Kerja P kat Daerah Tahun 2024
KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 TAMBAH/(KURANG)
URUSAN/ BIDANG
NO ALASAN PERUBAHAN
URUSAN/UNSUR DANA
/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB INDIKATOR KINERJA (SATUAN) TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB INDIKATOR KINERJA (SATUAN) TARGET IK PAGU RP TARGET IK| PAGU RP
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9 17
Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar
Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
UNSUR ....
(pendukung/penunjang/P
engawasan/Kewilayahan/
Pemerintahan Umum)
PENUNJANG URUSAN Persentase dokumen/laporan 100% 12.632.308.035 100% 12.632.308.035 |Penunjang Urusan Persentase dokumen/laporan 100% 13.192.021.571 DAU 559.713.536
PEMERINTAHAN DAERAH administrasi PD yang baik/sesuai Pemerintahan Daerah administrasi PD yang
regulasi baik/sesuai regulasi
i i indi 100% 84.250.000 100% 84.250.000 100% 70.657.500 DAU - 13.592.500
dan Evaluasi Kinerja kinerja program/kegiatan/ dan Evaluasi Kinerja indikator kinerja
Perangkat Daerah it pada dok Perangkat Daerah / i /
anggaran, dan evaluasi pada dok rencana, anggaran,
dan evaluasi
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 6 dok 78.250.000 6 dok 78.250.000 |Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 6 dok 64.837.500 DAU - - 13.412.500 termasuk.dalam
Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah penyesuaian belanja
TA 2024 (penghematan|
belanja)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1lap 6.000.000 1lap 6.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi 3 lap 5.820.000 DAU - 180.000
Daerah Peranakat Daerah Daerah Kineria Peranakat Daerah
A i K F laporan } yang 100% 10.920.880.014 100% 10.920.880.014 (A K F laporan } 100% 11.602.184.396 DAU 681.304.382
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan dapat Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan
dipertanggungjawabkan dan dapat
dipertanggungjawabkan
P di Gaji dan Tunjc Jumlah Orang yang Menerima |868 org/bln| 10.920.880.014 868 org/bln 10.920.880.014 | P di Gaji dan Tunjc Jumlah Orang yang 1274 org/bln 11.602.184.396 DAU 406 681.304.382 |Jumlah ASN
ASN Gaji dan Tunjangan ASN ASN Menerima Gaji dan Tunjangan bertambah (tambahan
ASN PPPK)
A ini i K dok 100% 78.419.946 100% 78.419.946 A ini i K dok 100% - DAU - 78.419.946
Perangkat Daerah yang akurat dan sesuai ketentuan Perangkat Daerah kepegawaian yang akurat dan
sesuai ketentuan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 pkt 78.419.946 2 pkt 78.419.946 |Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 pkt - DAU -2 - 78.419.946 |termasuk dalam pergeseran
Beserta Atribut kelengkapannya | beserta Atribut Kelengkapan Beserta Atribut kelengkapannya | beserta Atribut Kelengkapan APBD
A ini i Umum kebutuhan 100% 361.583.700 100% 361.583.700 |A i Umum 100% 287.715.300 DAU - 73.868.400
Daerah umum PD Daerah kebutuhan umum PD
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 14 pkt 32.022.000 14 pkt 32.022.000 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 12 pkt 33.147.000 DAU -2 1.125.000 [pemenuhan paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang peralatan dan
Disediakan Disediakan perlengkapan kantor
setiap bulan (12
bulan) dalam satu
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Pkt 3.928.000 1 Pkt 3.928.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Pkt 3.928.000 DAU - -
Tangga Tangga yang Disediakan Tangga Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 1 pkt 96.990.100 1 pkt 96.990.100 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 1 pkt 87.020.100| DAU - - 9.970.000
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan |Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 pkt 19.528.200 1 pkt 19.528.200 | Penyediaan Barang Cetakan dan |Jumlah Paket Barang Cetakan 1 pkt 16.629.800| DAU - - 2.898.400 |termasuk dalam
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan dan Penggandaan yang penyesuaian belanja
Disediakan TA 2024 (penghematan
belanja)
Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 dok 17.500.000 12 dok 17.500.000 |Penyediaan Bahan Bacaan dan |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 12 dok 17.500.000 DAU - -
I Perundang-undang I Perundang-Undangan I Perundang-undang dan Peraturan Perundang-
yang Disediakan Undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12 lap 19.115.400 12 lap 19.115.400 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 lap 19.490.400 DAU - 375.000 [termasuk dalam
Tamu Kunjungan Tamu penyesuaian belanja
TA 2024 (penghematan
belanja) dan
penamahan belanja
Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan 12 lap 172.500.000 12 lap 172.500.000 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan 12 lap 110.000.000 | DAU - - 62.500.000 [termasuk dalam
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 aan  Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 aan  Rapat penyesuaian belanja
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD g‘;\l:rzza? (penghematan
Penyedi Jasa F F jasa 100% 647.176.975 100% 647.176.975 (Penyed: Jasa F F jasa 100% 695.896.975 DAU 48.720.000
Urusan Pemerintahan Daerah |opersional kantor yang tersedia Urusan Pemerintahan Daerah |opersional kantor yang tersedia
I iaan Jasa Surat y Jumlah  Laporan  Penyediaan 12 lap 249.880.000 12 lap 249.880.000 | iaan Jasa Surat y Jumlah  Laporan  Penyediaan 12 lap 256.480.000 DAU - 6.600.000
Jasa  Surat Menyurat Jasa  Surat Menyurat




RENJA 2024 DPA 2024 P RENJA 2024 TAMBAH /(KURANG)
TRUSAN; BIDANG
o URUHAN/ UNSOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUS FROGRAM/ KEGIATAN/ SUR DARA ALASAN FERUBARAN
KEGINTAN INDIEATOR KINRRJA (BATUAN] |TARGET IK FAGT RP TARGET K PAGU BF KRGIATAN INDIKATOR EINER.JA [SATUAN) TARGET [K PAGU RF TARGET IE PAGU RF
I 2 3 4 & 7 F] 3 10 1 13 13 14 15=12-8 16=13-9 17
Perpediaan Jasa Komunikasi, [Jumiah Laporon Penyedican Jasa 12 lap 246.996 975 12lap 246.996.975 | Penyediaan Josa Komurakasi, |Jumlah Laporon Penyediaan 12 lap 246.996.975 DAl
Sumber Daya Air dun Listrikc Komunikasi, Sumber Daya A dan Sumber Daya Atr dan Listric Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Listrik yang Disedinkan Alr dan Listrik yang Disediakan
Fengedinan Jasa felayanan |Jumizh Laporan Penyedican 12 lap 150.300.000 121ep 150.300.000 |Penyedican Jasy Peluganan |Jumlah Laporan Peryedwan 12 lap 192,420,000 | 1AL 42.120.000 | penambahan anggaran,
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Umum Kantor Jasa Pelayanar Umum Kantor :"'"“ Kekurlﬂlrw‘"
Diseet . onor pengelols
izkan yang Diseciakar keuangan dan hemar
PP
Pemeliharsan Barasg Milik  {Perseatase BMD koudisi baik 100% $39.997.400 100% $39.997.400 |Pemeliharaan Barang Millk | Perscntuse BMD kondisi balk 100% B35.567.400 | DAU - aaspooo|
Deamrwh Pegunjang Crosan Daerah Pvnonjang Urusan
FPemerintahan Daersh Pemerintahan Daerah
Fenyediaan Jazsc Pemelik , |Jumiah Kendaraan g 52 umt 392478400 52 unit 392.478.400 | Fenyedizan Jasa Pemeli . |Jumieh Kendaraan Ferorangan 53 unit 439.088.400 | JMif 1 43.610.000 |pergurangan anggaran
Biaya Pemeliharaan don Pajak | Dinga atuu Kendarman Dinas Biaya Pemeitharaan dan Pajak | Dinas alau Kendaraan Dings termasuk dulem
Kendaraan Ferorungan Dines  {Jabelan yang Dipettham dan Kendaraan Perorangar Dinas | Jabatan yang Dipefihara dan 1'3';";;;:"{'"': P:i‘:.:”::.
atau Kendornan Dinas Jabatar | dibagarkan Pajaknya atau Kendaraan Linas Jabatan | dibayarkan Pojaknga belarsa). f:lﬂ,gya N
penumabhan anggaran
pada belanja BEM .
untuk perubaban
target [K
menyesuaikan jumlal:
unil kendaruan vang
dimiliki sobanyak 53
umi
Femeliharaan Peralatan dan Jumigh Feralatan dan Mesin 32 umt 97.519.000 32 unit ©97.519.000 |Pemeliharaan Peratatan dan Jumnbeh Peralatar dan Mesin 57 ant B6.479.000 | DALS 1,040 000 [ Adanva pergalitian
Mesin Lainnpg Lainnua pang Dwell Resir, Lutnug Lainnua wane Dipelihara belanja
Pemelthargan / Reholnlitasi Jumlah Gedung Kantor dan ¥ upit 50.030.000 1 umt 56.000.000 | Femeltharuan / Rehatalitast Jumlzh Gedung Kantor den 0 unn DAL -1 - 50.000.000 [termasuk dalam
Gedung Kuntor don Bangunan | Bangunan Latnny yang Gedung Kantor dan Bangunan | Bangunan Lainnga yany penyssunian belanja
Lainnya Dipelifara Direbo ilitesi Latnnga Dipelinara/ Direhabatiasi :ﬁ;ﬁ‘; tpenghemanan
PENINGEKATAN T 100% 12.279.458.410 100% 12.279.458.410 | PENINGRATAN Persentase gangguan 1.00%, B.4%7,531,592 | DAU . 3.821.926.818
EETENTRAMAN DAN yang dapat disclcsaikan KETENTRAMAN DAN trantibnm yang dapat
KETERTIBAN UMUM KETERTISAN UMUM diselesati
Penangmman gangguan Persontase PENAREANAN FROFEUAD LO0% 3.745.637.8042 100% A.748.637.842 | Py T gy F P 100% 5.332.185.242 Datr 1.586.347.300
ketentramsn dan ketertiban tihum tranmas katentranan dan ketertiban |ganggnan Hbum tranmas
umue dalam 1 {sate) ducrah umum édalam 1 [satn) daerah
x e Jemtra e
Koordinast Penyelensgaraan Jumlah Dokumen Hasit Pelehsanaan 6 dok 27B.H32.500 6 dok 27B.632.500 |Konndinasi Fenyelenggarann Jumlah Dokumen Hasil 8 dok 291.032.500 1AL 2 12.400.00 | raget 1K
Kelenireman dan Ketertiban Koordinast Penyelenggarann Ketentraman den Ketermban Felaksanaan Konordingsi m«.'ny:uu.mkan
Ut aerta Porfindungan Ketenieraman, Ketertiban Umum Umum serta Perfindungmn Penylenggann Ketentermmar, ‘;“‘"m“:‘“"(a{?g:;”
Masyarakat Tingkat dan Perlindungan Masyarakon Masyarkat Tingkat Ketertibars Umum dun frehumi i e
Kabupaten/ Kota Tinghut Kabugaten/Kota Kabupaten/ Kota Perfindungan Masyernkar e jumlah urggarn
Tingkat Kabupaten/ Keta 2023
Pemberdayaan Pertindungan himlah Dokumen yang Memuat <40 dok 1.434.338.530 40 dok 1.434.33B.530 | Femberdagaan Periindungan JFumlah Dokumen yang Memuat 30 dok 2611422200 | DAU 1.177.083.670 |termasuk dalam
Masyarchet dalcm rangka Hasil Pemberdarjaan Perfndungan Musyarakat datam rangka tiasil Femberdayaon penyasuaian belanja
Rewntraman darn Ketermiban Masyarakai dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarnkat dalam L"]j?_z‘ (peghem mran,
U Ketenieraman dan Ketertiban Unium Urmum rangha Ketenteraman dan tal-
Ketertiban {imzem
Peningkatan Kapasias SDM umlah SOM Satuan Foiisi 1621 urg 392.574.500 1621 org 392,973,500 | Peninglmtan Kopasitas SDM Jumlah SDM Satuan Polisi 1665 Orang 30101300 T oan 1 aa T T T T AT, 200 [ermasak datam
Satuan Folisi Pa praja dan  tF ypraje dan Satuan Satuan Folisi Pamongpraje dan | Pamongpraya dan Setuan penyesaaian belanja
Satuan Pertindugan Perindungan Masyarakat yang Satuan Pertindungan Perlindungan Masyarukat yang l“:‘m le-"shrl"'::"
Masyarakat termasuk dalam Ditingkuthan Kapamiaseanye Mesyarkat emuosuk delam Ditingkntkan Kapastasanya .:rg:ﬁk penambahan
Pelaksanaan Twegas yang Pelaksancan Tugas gang menyeauatcan jumlah
Bermuarnsa Huk Asawn Manusiz Bernuunsa Hak Asasi Manusia Persum! Satpal PP dan
Satlinhak yang akan
ditingkatkan kapusitas
SOM 1va
Fentegahan Ganggun Jumiah Taporar Gangguan 74 laporan 1621.292.312 74 laporan 1.621.292 312 | Pencegakan Cangguan hemiah Laporan Gangguarn 70 Laporan 2.031.229342 | DAU 4 406.937.030 | termasuk dalam
K dan Ketertib g dan har Umum K dan Ketertitxn 1 elurnt Kedurtiban penyesuaian belanja
Umum melalui Deteksi Dini dan | yang Dicegah Meladui Deteksi Dini Umum melatui Deteksi Dini dan | Umum yang Dicegah Melalui TA 2024 (perghematan)
Cegah Dini, Fem bindan dan dan Cegah Dni, Fembrnaan dan Cegat Disti, Pembiraian don | Deteksi Dini dan Cegah Dini, belania, 1aEen ik
Pengubtuhan, Pelaksanaan Penypuban, Patroli, Pengamannr, Penyuluhan, Pelaksaraan Pembinazn dan Penyulithan, kerarsedinan
Patrobi, Pengamanar, dan dan Pengawalan. Parrali, Pengamanan, dan Putroli, Fergamanan, dan anggarem.
Pengawalan Pengawalun Fengauwlan penambahan anggaran
belana BEBM untuk
kegiatan
Penindakan atas Gangguan Jumlah Luporan Gangguan a6 laporan 18.400.000 46 laporan 18.400.000 | Foriindakon wias Gangguan Jumilah Laporan Gangguan 20 Laporan 18.400.000 nau -26 tanget [K
Ketenteraman dan Ketertiban | Ketenterzman dan Ketertiban tmum Ketenternman dar Ketertiban | Ketenteraman dan Ketertiban menyesuaikan
Umym Berdasarioan Ferda dan | berdasarkan Perda dar Perkada Umum Berdasarkan Perda dan | Umum berdasarkan Perda dan kerersedinan arggaran
Prkacn melaiui Penertban dan | Melahei Penertiban dan Fenanganan Perkada melalul Penertiban dar | Perkade Melalui Penertiban dan karena Largey ::;;:‘I’_“
Penanganan Unfuk Rasa dan Unjuk Rosa dan Kerusufian Massa Penanganan Unjuk Rasa dan FPenanganan Unjuk Rasa dan pada jumish anggaran
Kenusuhan Massa wang Hilakukan Penindakan Kerusuhon Massa Kerusuhar Massa yang 20234
Dilakikar Perundakan




TAMBAH /[KURANG)

RERJA 2074 DPA 2024 P- RENJA 2024
URUBAN/ RIDANG ALASAN PRRUBAHAN
URUSAN (URSTR R ra i &8 IWDIRATOR KINERJA (SATUAN) | TARGET 1M PAGU RP TARGET K PAGU P P e 5B | oronaToR KINERIA (BATOAN) TARGE® (X PAGU RP DANA | amoT 18 PAGD RP
2 3 4 [ 7 5 ] 0 D ) 13 14 15=128 16=13-9 17
Penegakan Peraturan Daerah Persentase Pemindakmn terhadap 100% 5.460.041.268 100% 8.450.041.268 (Penogakon Peraturan Ducrak |Perscninsc Penindakan 100% 3.119.640. 7350 DAT - 5.340.400.518
Kabupaten/Kota dan pelanggaran Perda dan Pertmp Habupaten fKota dun tothadap pelanggaran Perda
Peraturan Bupati/Wail Eota Porsturan Bopati/Wull Kota dan Perbup
Sostalisasi Peregakan Perancran |Juimbah Leporun Hesil Pelaksznaan 112 lap 46.5594 584,208 112 lap 6.594 584 208 | Somalisasi Penegakan Peruturun | Jumkih Laporan Hasil 12 lan 1.257 758.630 | DHMCH - 100 5. 336 825578 |termasuk dalam pecgeseran
txaerah dan Peraturan Sosialisasi Penegakan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Sesilisasi T APBD skibat adanys
Bupati/ Wali Hata Perda/ Perkada kepada Bupati/ Wah Kota FPenegakan Perda/ Perkada Rerubanan regulasi
Masgarakal/ Kelompok kepracia Musyerskat/ Kelompok mengenn e
Masyarekat/ Pelaku Usaha/ Masyarakat/ Peiaku Usafa/ 900.1 15.':1’3;1 ::r:::un
2021 rentang Perubahan
Atas Keputusan Mecterl
Datam Negeri Namor 050-
SEHY Tahun 20R1), target 1K
menyesuakn ketersediaan
anggacan
Penanganan atas Felanggaren | Jumlah Laporen Pelaksanaan 6 lup 1.799.947.060 6 lap 1.799.947.060 | Feranganan atas Pelanggarun | Jumilah Laporan Pelaksanaan 58 Laporan 1.796.372.120 | DAL, 52 E 3.574 94 [termasuk dalam pergeseran
Peraturan {daerch dan Peraturan [ Penanganan Atas Pelanggarnin Feraturan [Jaemh dan Pergturan | Feranganan Atas Pelanggaran DBHCH APBD akibat adanve.
Bupati/ Wl Kotet Peraturan Daerah dan Peruturan Bupati/ Wali Kote Peraturan Dasruh dani Peraturarn T perutiahan regulast
) . b mengenai penggunaan
:f:ﬂ?g;;?ng Dapat Ditangeni g:f:;?:;fﬁms Dapat Ditangan DB?I:HT {!rr!:lfxlrnmen 50|
T 300.1.15.5 1317 Tahun
2023 tentang Pervbahan
Atas Keputusan Me rteri
Dalam Negeri Nomor 050
S8 Tahun 2021}, tage 1K
pada DA 2024 untuk
Kegiatan Operasi
pemberantasan BkC Ingal
dan kegiatan pengumpulan
informasi ukat belsm
masuk
FPengaivasun atas Kepanhan Jumlah Luporar Husdl Pelaksanaan 12 tap 63.510.030 12 lap 63.510.000 |Penyaunsen atas Kepatthan Jumiah Laporan MHasid 12 Laporan 65.510.000 paLs
terhadap Pelakaanaan Perzturun | Fergawesan yang Didakukan terhadap Pelaksanaan Peraturar | Peiaksanaan Pengairasan yang
Daerah dan Peratumn Terhadap Kepatuhan Terhadap Laerah dan Pemduran Dilakukan Terhadap Kepandhan
Bupati/ Wali Kofa Peinksancan Peratiran Daerah dan Buputy/ Walt Kotz Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Bupaty Wafi Kot Peraturun Licerah dan Heratiran
L' Bupati/ Wali Hota
Pembingan Fenyidik Pegawal | Py P g o 100% 73.779.300 100 T3.779.300 {Fembinsan Penyidik Pegawnl  |Persentase peningkatan 100% 5. 705.500 s - - 68.073.800
Negerl Sipil (PPNS) rrNs Negeri Sipil (PPNS) kapasitas FPNS
P [Rota . Kabupaten/Kotn
Pengembangan Kapasitas dan Jumiah Laporan Hasil Peleksannan I lap 73.779.300 1 lap 73775 300 | Pengembangan Kapasilas dan Jhemial Laporan Hasi 3 Laporan 5.705.500 DAy 2 - 68.073.800 |termasuk dalam
Karier PERS Peningkatan Kapasitas Pejabal PPNS Karwer FPNS Pelaksanaan Peningkatan penyesuajan belar ja
dalam Mendukung Penyelenggarann Kupasitas Feyabat PPNS dalam L‘:]::?;T (?mr:::rlrjr(!alan
e beri Unuern dan aman Mendukung Penyelenggarman pada CFA 2021 masth
Masyarnkat serta Peregakan Perda Ketertibar: Umum dan Mengacy pada wanget
dan Perinda Ketenteraman Masiyarnkat sevta 2023
Penegakasn Perfa dan Perkada
PENCEGAHAN, Persentane penanggulangan 100% 1.075.297.630 L100% 1.075.297.650 [PENCEGAHAN, Persentase ponanggulangesn 100% 912.017.320 DAU - - 153.280.330 B
PENANGGULANGAN, loejadian kebakaran PENANGGULANGAN, Mefadien kebakaran
PENYELAMATAN HEBAKARAN PENYELAMATAN EEBAEARAN
DAN PENYELAMATAN NON DAN PENYELAMATAN NON
HEBAHARAN KEBAEARAN
Pe; h dulian P P kejadk 100% 832.102.600 0% 832.102.600 |Penceguhan, Pe: dal F LO0%: B18.017.320 DAU 4.083.280
B Peny ¥ Peny an
dan Penaogasan Bahan dan Penangenan Baban
dan Beywcun Berbabaya dun Beracun
Hebakaran dalam Daerah Hebaluran dalam Desrak
Esbupaten/Kota Kabupaten/Kota
Fencegahan Kebakaran dalam Jumiah Dokumen NSPM 440 dok TO0H5.167.600 40 dok "708.167.600 Fencegahan Kebxkaran dalam Jumlah Dokumen NSPM 3 dok 720,342,320 DAL’ a7 12.174.720 [termeasuk dalam
Daerah Kabupaten/ Kota Pencegahan/ Penanggulangan Daerzh Katupatery Kota Pencegahiary Ponanggrlangan penyesiaian belanja
Kebakaran datam Daerah Kebakaran daiam Deerah T 2023 zenghertatan
Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya Kalugaten Kot Setiap A e e i
Tahtinnye mengacu pada jumlah
kegiatan buka
jumlah dakumen
NSPM
Pemadaman dan Pergendatian | Jumiah Laporan Flasil Pelaksancan 99 lap 95.935.000 96 lap 95.935.000 |Pemadaman dan Pengendalian | Jumlah Laporun Hasd 90 lap 107.675.000 DAl 11.730.000 [termesuk dalam
Kebakaran dainm Daerah Kegaatan Keswpsiagaan Petugas Kebakaran dalam Daerah Pelaksanaan Kegiatan penyesuaian belarja
Kabupaten/ Kota Piket dan Pemadaman Kebaknran Kahupaten/ Kota Kesinpsiagaan Petugas Fiket Tb;‘ljﬂ tpenghentan,
dalam Dasrah Kabupaten/ Kotn dan Pemadaman Kebakaran ’
dalam Daerah Kubuparen/ Kaota




RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 TAMBAH/(KURANG)
URUSAN/ BIDANG SUMBER
URUSAN/UNSUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB ! | SUB DANA ALASAN FERUBARAN
KORATAN INDIKATOR KINERJA (SATUAN) | TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP G o KINERJA (SATUAN) TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP
TAN
2 ] 4 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15=12-8 162139 17
Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 399 unit 28.000.000 399 unit 28,000.000 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit - | DbAU -399 |- 28.000.000 |termasuk dalam
Prasaruna Pencegahan Untuk Pencegahan dan Prasarana Pencegahan Untuk Pencegahan dan penyssuaian belanja
Penangguiangan Kebak dan | P paar dan Penanggulangan Kebakaran dan | Penanggulangan Kebakaran dan ::}:%24 '?"‘h:'i';;'""
Alat Pefindung [iri Alat Pelindung Diri yang Sah dan Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri yang Sah o), Tage
Legal Sesuai Standar Teknis Terieit dan Legal Sesuai Standar Teknis ketorsedinan anggaran
Terkart
P ¥ ko pemberday 100% 243.195.050 100% 243.195.050 berd. F pem 100% 94.000.000 | DAU - 149.195.0650
dalam P gah bak: ¥ dalam th dalam P gah -bal v dalam
kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang 2400 org 156.145.050 [ 2400 org 156.145.050 |Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang 278 Oming 6.950000 | pau | -2040 |- 149.195.050 |termasuk dalam
dalam Pencegaian dan Sosalisasi Edukasi dalam Pencegahan dan Mendapatkan Sosialisasi E_’IWWMH"
Pen I bak ! F P I e ’ bak i F han dan o pe
e g o 5 - o i B E =5 Sl belanja, Target 1K
melahn Sosiakisasi dan Edukasi | Kebakaran Setiap Tahunnya melaha dan Pen. g R somiiay
Masyarakat Masyarakar Setiap Tahunnya ketersediann anggaran
Pembentukan dan pembinaan | Jumlah Desa/ Kelurahan yang 5 desa/kel 87.050.000 | 5 desa/kel 87.050.000 |Pembentukan dan pembinaan | Jumlah Desa/Keturahan yang 110 Desa/Kelurahan B7.050,000 | DAU 105 Tanget K
rel pemaciam kebak Terbentuk dan Terbina Rel ! pemadam kebak bentuk dan Terbina Relawan menyosuafkan jumiah
Pemadam Kebakaran pada Lingkup Pemadam Kebakaran pada :’::I_':( K:lk’::: ssibnl
Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkup Siatem Ketahanan it
Langkungan (SKKL) Setiap Tahunnga Kebakaran Lingkungan (SKKL) dikukuhkan & tahun
Setiap Tahunnya 2024
TOTAL 25.987.064.095 25.987.064.095 22.571.570.483 - 3.415.493.612
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